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ABSTRAK 
 
Transaksi jual beli tidak akan pernah terlepas dari unsur harga yang harus 
dibayarkan oleh pihak pembeli kepada penjual atau pedagang. Harga itu selalu 
berubah sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang mana hal itu pengaruh dari 
faktor permintaan dan penawaran. Namun demikian kenaikan harga komoditi 
perdagangan tidak selamanya dipengaruhi oleh unsur alamiah permintaan dan 
penawaran, kadangkala ada faktor-faktor lain pula yang dapat menyebabkan 
kenaikan harga komoditi perdagangan, contohnya seperti kesewenang-wenangan 
yang dilakukan oleh pedagang. Dengan adanya kenaikan harga tersebut maka 
menimbulkan suatu persoalan mengenai boleh tidaknya pemerintah melakukan 
intervensi pasar melalui kebijakan pematokan harga. Persoalan ini hukumnya masih 
menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Wahbah az-Zuh{aili> menyatakan bahwa 
pematokan harga boleh untuk dilakukan ketika terjadi suatu kondisi kenaikan harga 
yang mana hal itu disebabkan karena adanya kesewang-wenangan yang dilakukan 
oleh para pedagang. Pandangan Wahbah az-Zuh{aili yang membolehkan adanya 
pematokan harga merupakan suatu bentuk ijtihad terhadap illat (alasan hukum) serta 
penafsiran terhadap nash hadits dengan makna yang relevan atau kemaslahatan yang 
langsung dapat dipahami dari dalam nash itu sendiri, bukan dari luarnya.   
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yang 
mana objek dari penelitian ini merupakan pandangan ataupun pendapat dan metode 
ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuh{aili> dalam merespon hukum tentang 
pematokan harga komoditi perdagangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
kitab al-Fiqh al-Isla>mi> wa Addillatuhu dan Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>. Kemudian dalam 
pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Data yang telah diperoleh 
tersebut dianalisis dengan menggunakan kajian content analisis (kajian isi). 
Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwasanya 
Wahbah az-Zuh{aili> membolehkan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk 
pematokan harga komoditi perdagangan apabila tindakan itu memang sangat 
dibutuhkan, yakni dalam kondisi adanya kenaikan harga yang disebabkan karena 
ulah para pedagang. Kemudian berkaitan dengan metode ijtihad yang digunakan 
Wahbah az-Zuh{aili> menggunakan kajian maslahah yakni dengan mengutamakan 
kepentingan pembeli yang mana pembeli ini menggambarkan masyarakat luas dan 
kaidah-kaidah fikhiyyah yang menyatakan bahwa tidak boleh ada suatu bahaya dan 
tidak boleh menyebabkan bahaya pada pihak lainnya. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam peranannya 
sebagai makhluk sosial tersebut disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan 
hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. Hubungan manusia 
sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. 
Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa>’alah ( ةلع افلما) 
yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan 
oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi 
kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling 
bertindak atau saling mengamalkan.
1
 
Bentuk muamalah sangatlah beragam diantaranya adalah jual beli, gadai, 
pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan lain 
sebagainya. Salah satu dari beberapa bentuk kegiatan dari muamalah yang telah 
disebutkan tersebut yang paling sering dilakukan manusia dalam kehidupan 
sehari-hari yakni transaksi jual beli. Hal ini disebabkan karena dengan jual 
belilah manusia dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Istilah jual beli 
sama maknanya dengan tukar menukar. Alasannya adalah karena dalam jual beli 
dan tukar menukar kedua belah pihak sama-sama menginginkan untuk 
                                                             
1
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2012), hlm. 9. 
  
 
memperoleh barang atau benda lain dengan cara menukarkan uang atau barang 
yang ia miliki. 
Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai’ dalam bahasa Arab 
terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli). 
Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual beli.2 Secara istilah jual beli dapat 
dipahami dengan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang 
mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima 
benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 
ketentuan yang telah dibenarkan Syara‟ dan disepakati.3 
Secara umum jual beli merupakan transaksi yang dapat dikatakan sebagai 
suatu kebutuhan yang d{hor<uri sehingga hal itu di perbolehkan oleh Allah SWT. 
Kebolehan melakukan transaksi ini dapat dilihat dari kandungan al-Qur‟an surat 
al-Baqarah ayat 275 yakni
4
 
                          
                                     
                                   
     
 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
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 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101. 
3
 Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 59. 
4
 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an 
dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul „Ali-Art, 2004), hlm. 47. 
  
 
kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 
 
Tetapi tidak semua transaksi jual beli dapat dibenarkan. Transaksi jual 
beli yang mengandung unsur eksploitasi, kecurangan, penipuan, dan 
ketidakadilan termasuk transaksi yang dilarang.
5
 
Jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung 
yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh rid{ha 
Allah  dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga 
benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) 
kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut 
syara’ tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata 
memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai rid{ha Allah.
6
 
Dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari unsur harga yang nantinya 
harus dibayarkan oleh satu pihak ke pada pihak lain guna memperoleh barang 
yang ia butuhkan. Penentuan harga pada dasarnya diserahkan pada kekuasaan 
pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran secara rela sama rela sehingga 
tercipta harga yang sepadan (the price of the equivalen). Meskipun demikian, 
apabila ada upaya untuk mengacaukan harga di pasaran sehingga ada pihak yang 
dirugikan akibat perilakunya tersebut, maka hal itu bertentangan dengan keadilan 
dan dia bersikap zalim.
7
 
                                                             
5
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 77. 
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 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, hlm. 5. 
7
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum, hlm. 81. 
  
 
Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan 
dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara tersebut 
sebagaimana telah kita ketahui adalah melalui kesehatan pasar. Kesehatan pasar 
ini sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat 
harga yang seimbang. Apabila tingkat harga dalam keadaan wajar dan normal 
maka harga akan stabil. Namun apabila ada persaingan yang tidak fair, maka 
keseimbangan harga akan terganggu dan pada akhirnya mengganggu masyarakat 
secara umum. Dalam pandangan Islam asal mencari keuntungan itu disyariatkan, 
kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan 
hukum syara‟. Prinsipnya, setiap keuntungan yang berasal dari berbagai usaha 
bisnis yang legal dihalalkan. Bisnis apapun yang bersumber dari bisnis yang 
illegal, jelas diharamkan. Mengenai cara-cara haram dalam mengeruk 
keuntungan diantaranya adalah melalui keuntungan dari memperdagangkan 
komoditi haram, keuntungan dari perdagangan curang dan manipulasi, 




Fenomena yang berkaitan dengan harga yang nantinya berhubungan 
dengan pencarian keuntungan dalam transaksi jual beli serta berkaitan pula 
dengan peran pemerintah atau penguasa yang sekarang sedang sangat sering 
dibicarakan adalah berkaitan dengan pematokan harga. Yang dimaksud dengan 
pematokan harga disini adalah, bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau 
siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan 
                                                             
8
 A Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur’an (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 116-117. 
  
 
kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka 
menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk 
menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa 




Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk 
didalamnya bidang pematokan harga. Dalam pematokan harga, Islam 
mengajarkan untuk melakukannya dengan tetap berpedoman dengan prinsip-
prinsip syari‟ah terutama keadilan dan keseimbangan sehingga dengan adanya 
pematokan harga tersebut nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik 
pihak penjual maupun pembeli. 
Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang 
dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batasan-batasan aturan yang telah 
ditetapkan oleh syari‟at. Diantara aturan terpenting yang harus diperhatikan 
adalah keadilan, qana‟ah, serta kepatuhan pada kaidah-kaidah untuk memperoleh 
laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga.
10
 
Mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan pematokan harga para 
ulama berbeda pendapat. Menurut ulama madzhab Ma>liki> dan Hana>fi> 
sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuh}aili> dalam kitabnya disebutkan bahwa 
seorang penguasa boleh melakukan pematokan harga guna mencegah terjadinya 
hal yang merugikan masyarakat, seperti para pedagang menaikkan harga secara 
                                                             
9
 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam 
(Surabaya: Rislah Gusti, 1996), hlm. 212. 
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 Wahbah az-Zuh}aili>, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 251. 
  
 
tajam dari harga normal.  Dalam kondisi demikian diperbolehkan bagi penguasa 
untuk melakukan pematokan harga setelah memusyawarahkannya dengan pihak-
pihak yang ahli dalam masalah itu. Dengan demikian, kemaslahatan orang 
banyak dapat terjaga dan harga barang yang mahal yang akan merugikan 
masyarakat dapat dicegah. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat dari 
Ibnu Habib al-Maliki yang juga dikutip oleh Wahbah az-Zuh}aili> menyatakan 
mengenai batasan kebolehan melakukan pematokan harga yakni dikhususkan 




Landasan yang dijadikan acuan oleh ulama yang membolehkan 
pematokan harga adalah kaidah fiqih berikut ini: 
  رَّضل ا  ر   ي  ز  لا  
“Kemudharatan harus dihilangkan”12 
Melihat pendapat yang telah dikemukakan di atas maka jelas tujuan utama 
adanya pematokan harga adalah untuk menciptakan kondisi pasar yang sehat 
sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ini dapat 
merasakan kemaslahatan bersama. 
Pendapat lain mengenai hukum melakukan pematokan harga disampaikan 
oleh madzhab Hanbali> dan Sya>fi’i>. Dalam madzhab Hanbali> disebutkan, bahwa 
seorang penguasa tidak boleh mematok harga barang yang diperdagangkan. 
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 Wahbah az-Zuh}aili>, Fiqih Islam, hlm. 252. 
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 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 109. 
  
 
Demikian pula dalam madzhab Syafi’i> dikatakan, diharamkan pematokan harga, 
sekalipun pada masa harga-harga barang mahal.
13
 
Salah satu hadits yang dijadikan dasar hukum para ulama untuk 
menyatakan bahwa hukum melakukan pematokan harga itu diharamkan adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ad-
Darimi dan Abu Ya‟la.14 
Di bawah ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yakni: 
 ال ج ر َّن أ , ة ر ْي ر ى يبِ أ ْن ع   س 
يوَّلل ا  ل و س  ر ا ي :  ل ا ق  ف , ء ا  ج ْل ب :  ل ا ق  ف ! ْرِّع  ْد أ   ث و ع   ه ء ا  ج  ا ي :  ل ا ق  ف ,ٌل ج ر
  ع س يوَّللا  لو س ر 
 د ح يلِ  سْي ل و  وَّللا ى قْل أ ْن أ و جْر لا ِّنِّ
يإ و , ع فْر  ي و  ض
يفْ يَ  وَّلل ا ْل ب :  ل ا ق  ف !ْر  ٌة  م ْلظ م ي
يدْنيع           
Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata : “Wahai 
Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah SAW bersabda, “Aku hanya berdo’a 
(agar do’a menjadi baik).” Kemudian datang kepada Rasulullah SAW  seorang 
lelaki (lain) lalu berkata, “Wahai Rasulullah tetapkanlah harga!” Rasulullah 
bersabda, “Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan 




Rasululllah SAW menegaskan dalam hadits tersebut, bahwa ikut campur 
dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, 
berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan 
bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. 
Wahbah az-Zuh{aili> merupakan seorang ulama fikih kontemporer, yang 
mana pemikirannya telah menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab 
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 Wahbah az-Zuh}aili, Fiqih Islam, hlm. 251. 
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 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu‟ammal Hamidy 
(t.k:Binailmu, 1993), hlm. 351. 
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fiqihnya. Salah satu kitab beliau yang cukup fenomenal adalah kitab yang 
berjudul al-Fiqh al-Isla>mi> wa Addillatuhu danUs}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>. Melalui 
kitab ini pula beliau memberikan pendapatnya mengenai hukum boleh tidaknya 
melakukan pematokan harga. Berkaitan dengan persoalan ini, beliau lebih besifat 
fleksibel dalam menanggapinya. Beliau tidak langsung mengatakan boleh atau 
tidak. Menurutnya hadits yang telah dikemukakan di atas yang menyatakan 
Rasulullah SAW melarang tindakan pematokan harga bukanlah penolakan 
terhadap pematokan harga itu sendiri, namun karena alasan yang mewajibkan 
ditempuhnya tindakan tersebut. Yakni kesewenang-wenangan pedagang, belum 
ada pada saat itu. Artinya, para pedagang di saat itu masih menjual barang 
dagangan mereka dengan harga yang setimpal.
16
 Ketika pedagang pada saat itu 
menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal, maka tidak dapat 
dipungkiri pada masa itu juga pernah terjadi adanya kenaikan harga. Namun 
kenaikan harga yang terjadi bukanlah disebabkan karena kesewenang-wenangan 
para pedang akan tetapi murni karena mekanisme pasar, yang mana hal itu 
dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Ketika  persediaan sedikit dalam 
arti penawaran komoditi tersebut sedikit dan pemintaan banyak maka harga akan 
naik dan ketika penawaran barang banyak namun permintaan sedikit maka harga 
akan murah. 
Wahbah az-Zuh{aili> ketika memberikan pendapatnya terkaitan boleh atau 
tidaknya melakukan pematokan harga dengan melihat konteks perdagangan pada 
masa saat ini, beliau terlebih dulu memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi 
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adanya kenaikan harga tersebut. Ketika kenaikan harga disebabkan karena 
mekanisme pasar akibat pengaruh penawaran dan permintaan, maka menurutnya 
pemerintah tidak boleh untuk melakukan tindakan pematokan harga. 
Namun sebaliknya apabila adanya kenaikan harga disebabkan karena adanya 
ulah pedagang yang sewenang-wenang maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan 
pengendalian harga dengan upaya pematokan harga. Dengan adanya pematokan harga 
ini maka diharapkan harga komoditi perdagangan akan stabil dan masing-masing 
pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak akan ada yang dirugikan. 
Perbedaan pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan 
pematokan harga dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam metode 
istinbath hukum dan pola pemikiran masing-masing ulama yang tidak sama. 
Kemudian kerangka berfikir masing-masing ulama juga berbeda sehingga hasil 
pemikirannya juga berbeda-beda pula. Berangkat dari latar belakang yang telah 
di kemukakan di atas dan mengingat bahwa Wahbah az-Zuh}aili> merupakan tokoh 
yang representatif di bidang fikih yang mana pemikirannya cukup fenomenal 
maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai “pandangan 
Wahbah az-Zuh}aili> terhadap pematokan harga komoditi perdagangan” 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan 
sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami 
makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian 
kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni:  
  
 
1. Pandangan  : Dapat diartikan sebagai pendapat17 
2. Wahbah az-Zuh}aili> : Merupakan seorang ulama fikih kontemporer, yang 
mana pemikirannya telah menyebar ke seluruh dunia islam melalui kitab-
kitab fiqihnya. Diantara kitabnya yang cukup dikenal adalah kitab yang 
berjudul al-Fiqh al-Isla>mi> wa Addillatuhu dan Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>. 
3. Pematokan Harga : Harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau 
dirupakan (diwujudkan) dengan uang, kehormatan (diri): guna.
18
 Sedangkan 
pematokan berati proses, cara, perbuatan mematok; pemancangan. Proses 
mematok memiliki beberapa makna yakni; memancang (memberi patokan, 
pancang, tongkat); menghentikan laju kenaikkan (harga); memberikan 
ketentuan serta menetapkan atau menentukan.
19
 Dengan demikan salah satu 
makna pematokan yang lebih tepat digunakan dalam konteks pematokan 
harga disini adalah menghentikan laju (harga) dan  memberikan ketentuan 
serta menetapkan. 
Pematokan harga dapat disamakan dengan harga pemerintah, yakni harga 
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Jadi yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah pendapat Wahbah az-
Zuh}aili> yang merupakan seorang ulama kontemporer yang  mana pemikirannya 
telah banyak menyebar ke seluruh dunia islam melalui kitab-kitab fikihnya 
diantaranya yakni kitab al-Fiqh al-Isla>mi> wa Addillatuhu dan Us}u>l al-Fiqh al-
Isla>mi> mengenai nilai barang yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang 
ditetapkan oleh pemerintah  guna menghentikan laju (harga) terkait dengan 
barang dagangan atau barang niaga. 
 
C. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka 
penulis memandang perlu adanya suatu batasan masalah. Oleh sebab itu, maka 
dalam penulisan skripsi ini penulis hanyalah mencakup kitab al-Fiqh al-Isla>mi> 
wa Addillatuhu dan Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, yang mana dalam kedua kitab 
tersebut membahas mengenai masalah pematokan harga komoditi perdagangan. 
Dengan demikian tidak semua kitab dari Wahbah az-Zuhaili penulis teliti. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengambil 
rumusan masalah yakni: 
1. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuh}aili> terhadap pematokan harga 
komoditi perdagangan? 
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuh}aili> dalam 
menentukan hukum pematokan harga komoditi perdagangan?  
  
 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Wahbah az-Zuh}aili> terhadap 
pematokan harga komoditi perdagangan. 
b. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad yang di gunakan oleh 
Wahbah az-Zuh}aili> dalam menentukan hukum pematokan harga komoditi 
perdagangan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu 
pengetahuan. 
b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas 
Syari‟ah prodi Hukum Ekonomi Syari‟ah mengenai pandangan Wahbah 
az-Zuh}aili> terhadap pematokan harga komoditi perdagangan. 
c. Dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan bagi pembaca 
pada umumnya. 
d. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai pandangan Wahbah az-
Zuh}aili> terhadap pematokan harga komoditi perdagangan bagi para 
peneliti yang hendak mengkaji kembali hasil penelitian ini. 
 
F. Telaah Pustaka 
Kajian mengenai permasalahan harga telah banyak dibahas dalam buku-
buku ekonomi islam maupun ekonomi umum. Buku-buku yang membahas 
  
 
mengenai perubahan dan pematokan harga diantaranya adalah buku karya 
Setiawan Budi Utomo yang berjudul Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah 
Kontemporer. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa persoalan fluktuasi baik 
harga naik maupun turun merupakan sunnatullah dalam mekanisme pasar, 
asalkan hal tersebut terjadi dalam kondisi persaingan pasar sempurna. Namun 
dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam pricing policy maka islam 
mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan wewenang price 




Sumar‟ in dalam buku Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi 
Mikro Perspektif Islam juga membahas mengenai pematokan harga. Dalam buku 
tersebut dibahas mengenai beberapa hal terkait dengan pematokan harga seperti 
prinsip kebijakan intervensi harga, jenis penetapan harga serta mekanisme pasar 
akibat dari adanya penawanaran dan permintaan yang mana hal tersebut 
mengakibatkan perubahan harga. 
Selain melakukan penelusuran mengenai permasalahan pematokan harga 
tersebut di dalam buku-buku ekonomi baik ekonomi islam maupun ekonomi 
umum, penulis juga melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian-penelitian 
terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis.  
Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang 
akan diteliti oleh penulis adalah hasil skripsi dari Trianto yang berjudul Konsep 
Penetapan Harga Dalam Islam. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana 
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konsep penetapan harga dalam islam yang mana hal itu berkaitan dengan 
bagaimana hukum ketika penetapan harga itu dilakukan. Yang membedakan 
antara skripsi Trianto dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni 
pembahasan dalam skripsi tersebut masih bersifat umum sedangkan yang akan di 
teliti oleh penulis sudah spesifik menjelaskan tentang pandangan Wahbah az-
Zuh}aili> terhadap pematokan harga komoditi perdagangan. 
Skripsi dari Ninik Ziyadah Bidayah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Sistem Penetapan Harga Dalam Jual Beli Gula Kelapa juga memiliki 
persamaan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni pematokan 
harga. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pematokan harga dalam jual beli gula 
kelapa yang mana adanya pematokan harga tersebut disebabkan karena penjual 
gula kelapa tersebut terlibat hutang piutang dengan pembeli atau juragan kelapa.  
Sistem pengembalian hutang piutang tersebut adalah dengan menyetorkan atau 
menjual gula kelapa tersebut kepada juragan kelapa dengan harga yang telah 
ditetapkan oleh juragan kelapa. Biasanya harga yang ditetapkan oleh juragan 
kelapa tersebut berbeda antara harga untuk penjual yang terlibat hutang piutang 
dengannya dengan penjual yang tidak terlibat hutang piutang. Dengan demikian 
dalam skripsi tersebut jelas pokok pembahasanya khusus pematokan harga akibat 
adanya suatu hutang piutang. Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh 
penulis. Disini penulis akan meneliti tentang pematokan harga komoditi 
perdagangan yang tidak terbatas pada penetapan harga gula kelapa dan hukum 
pelaksanaan pematokan harga tersebut menurut pandangan Wahbah az-Zuh}aili>. 
  
 
Skripsi yang berjudul Penetapan Dua Harga Atas Satu Produk Dalam 
Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam  karya Wiwit Muthi Handayani juga 
memiliki pokok permasalahan yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh 
penulis yakni berkaitan dengan pematokan harga. Yang membedakan antar 
skripsi Wiwit dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan 
dengan fokus pembahasan. Dalam skripsi Wiwit dibahas mengenai bagaimana 
hukum melakukan penetapan dua harga atas satu produk dalam transaksi jual beli 
dan hukum melakukan jual beli dengan cara kredit. Namun yang akan dibahas 
oleh penulis adalah pematokan harga komoditi perdagangan dan bagaimana 
pandangan Wahbah az-Zuh}aili> atas praktik tersebut. 
Skripsi karya Lukmanul Khakim dengan judul Hutang Barang Dengan 
Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga 
Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam juga sama-sama memiliki 
persamaan membahas mengenai pematokan harga. Yang membedakan adalah 
dalam skripsi ini pematokan harga yang dilakukan oleh penjual disebabkan 
karena pembayaran dari transaksi ini dilakukan tidak secara langsung di muka 
pada saat transaksi namun pada waktu yang telah ditetapkan bersama. Pematokan 
harga yang dilakukan penjual didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
mengenai kemungkinan terjadinya perubahan harga terhadap barang yang 
diperjualbelikan. Sedangkan penulis akan meneliti tentang pematokan harga yang 
dilakukan tanpa adanya latar belakang penundaan pembayaran atau dengan kata 
lain hutang piutang terhadap komoditi perdagangan dan bagaimana pandangan 
Wahbah az-Zuh}aili> terhadap praktik tersebut. 
  
 
G. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan 
penelitian ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah 
penelitiaan kepustakaan (library research). Yakni suatu penelitian yang 
bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-
material yang terdapat di ruang perpustakaan.
23
 Dalam penelitian ini penulis 
mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 
akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan 
menjadi dua yakni: 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.24 
Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah kitab al-Fiqh al-Isla>mi> wa Addillatuhu dan 
Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi> karya dari Wahbah az-Zuh}aili>. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari 
sumber aslinya.
25
 Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, makalah 
serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan 
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yang akan diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian 
ini antara lain, Halal Dan Haram Dalam Islam karya Muhammad Yusuf 
Qardhawi, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif karya Taqyuddin An-
Nabhani, Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer karya 
Setiawan Budi Utomo, Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi 
Mikro Perspektif Islam karya Sumar‟ in dll. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara 
pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-
arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-
hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
26
 
Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa 
berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen yang akan 
diteliti tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yakni dokumen 
primer dan dokumen sekunder.
27
 
Dalam skripsi ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara 
mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang 
didalamnya membahas tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan 
lain-lain yang berhubungan dengan pematokan harga.   
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b. Teknik Analisis Data 
Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 
(karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
28
 Dalam penelitian yang akan 
dilakukan oleh penulis ini bersifat deskripstif yang mana tujuannya adalah 
untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok 
permaslahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya 
dilakukan analisis. Teknik analisis yang di gunakan menggunakan teknik 
analisis isi (content analysis). Analisis isi (content analysis) didefinisikan 
oleh Atherton dan Klemmack sebagaimana dikutip oleh Irawan 
Soehartono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial 
sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat 
berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.
29
 Analisis isi dalam 
penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang 
menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu 
ditulis.
30
 Dalam penelitian ini penulis akan meneliti buku al-Fiqh al-
Isla>mi> wa Addillatuhu dan Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi> karya Wahbah az-
Zuh}aili> yang di dalam buku tersebut berisi pandangannya terhadap 
pematokan harga. 
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H. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga 
nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka skripsi ini 
akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas 
permasalahnnya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara 
satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: 
Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar 
belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, 
telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II dibahas mengenai landasan teori tentang pematokan harga 
komoditi perdagangan. Pembahasan tersebut meliputi pengertian harga, landasan 
penetapan harga, fungsi harga, pengaruh pasar serta pematokan harga dalam 
konsep islam. 
Bab  III akan membahas mengenai biografi Wahbah az-Zuh}aili>. 
Pembahasan tersebut meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, 
serta karya-karya Wahbah az-Zuh}aili>. 
Bab IV berisi mengenai penyajian data dan analisis data tentang 
pandangan Wahbah az-Zuh}aili> terhadap pematokan harga komoditi perdagangan. 
Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai 






BAB V PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui 
bahwasanya kebijakan pematokan harga atau dalam istilah fiqih dikenal dengan 
at-tas’i>r al-jab>ari> yang dilakukan oleh pemerintah hukumnya masih menjadi 
perdebatan dikalangan para ulama. Wahbah az-Zuh{aili> sebagai ulama 
kontemporer menyatakan bahwasanya pematokan harga dapat dilakukan apabila 
kenaikan harga yang terjadi di pasar bukan disebabkan akibat dari adanya 
penurunan stok persediaan barang dan menaikknya jumlah permintaan, akan 
tetapi akibat dari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pedagang 
guna mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 
Pandangan Wahbah az-Zuh}aili> yang membolehkan pematokan harga 
sebenarnya tidak bertentangan dengan nash hadits yang melarang tindakan ini. 
Namun hal itu merupakan implementasi dari nash itu sendiri, dan merupakan 
bentuk ijtihad terhadap illah (alasan hukum) serta hikmah yang terkandung dalam 
nash itu sendiri dalam kehidupan nyata. Tindakan pematokan harga juga dapat 
diartikan sebagai bentuk penafsiran terhadap makna yang lebih relevan atau 
kemaslahatan yang langsung dapat dipahami dari dalam nash itu sendiri, bukan 
dari luarnya. 
Wahbah az-Zuh{aili> dalam menggali hukum mengenai permasalahan 
pematokan harga menggunakan metode ijtihad yang dinamakan dengan maslahah 
  
 
mursalah menurut sebagian ulama Malikiyyah atau penyimpulan alasan hukum 
menurut sebagian besar ulama ushul fikih. Metode ini menjelaskan bahwasanya 
kemaslahatan orang banyak yang dalam hal ini digambarkan dengan 
kemaslahatan para pembeli harus didahulukan daripada kepentingan pedagang. 
Kemudian metode ijtihad lain yang juga digunakan oleh Wahbah az-Zuh{aili> 
adalah dengan berpedoman pada kaidah fikhiyyah yang menyatakan bahwa tidak 
boleh ada suatu bahaya dan tidak boleh membahayakan pihak lain. 
 
B. Saran 
Hukum islam ditetapkan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan 
umat islam secara umum.  Oleh sebab itu, maka dalam menetapkan hukum suatu 
peristiwa tertentu hendaklah dipertimbangkan aspek kemaslahatan semua umat 
islam yang terkandung didalamnya. 
Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan 
analisa selama melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
1. Sebelum pemerintah menetapkan kebijakan pematokan harga alangkah 
baiknya didahului dengan adanya evaluasi harga di pasar untuk mengetahui 
keadaan riil yang terjadi di pasar. Dengan adanya evaluasi harga di pasar, 
maka dapat diketahui penyebab terjadinya kenaikan harga. 
2. Kebijakan pematokan harga dilakukan setelah melakukan musyawarah 
dengan pihak yang memang ahli dibidang tersebut. Hal ini dilakukan guna 




3. Pematokan harga alangkah baiknya dilakukan dengan tetap berpedoman pada 
nilai-nilai syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak 
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